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ABSTRAK 

 Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang 

mengonsumsinya dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk-

produk tersebut termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang 

dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang 

asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam 

penulisan skripsi ini mencakup beberapa rumusan masalah, yang pertama adalah  peran 

pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman tulisan bahaya merokok pada kemasan produk dan yang kedua adalah 

sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan tulisan bahaya merokok pada 

kemasan produk. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Peran 

pemerintah melalui instansi/dinas berwenang jika pelaku usaha rokok tidak 

mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk dan untuk 

mengetahui sanksi pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan isi kandungan dan 

tulisan bahaya merokok pada kemasan produk. Penelitian ini menggunakan penelitian 

hukum normatif dengan mengkaji asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep hukum, 

serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemerintah melalui instansi/dinas berwenang memiliki wewenang untuk melakukan 

pengawasan dan sanksi, intansi/dinas berwenang tersebut adalah Pemerintah, 

Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Kemudian sanksi yang di terapkan apabila pelaku 

usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan 

produk dapat dikenakan sanksi administratif dan juga ancaman pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kata Kunci : Kewajiban, Kemasan Produk, Pelaku Usaha Rokok, Rokok 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Rokok1 menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pengguna 

produk ini adalah dewasa hingga orang tua, namun tidak jarang juga banyak wanita 

dan anak-anak yang masih di bawah umur juga turut mengkonsumsi produk 

berbahaya ini yang sudah pasti dapat mengganggu kesehatan. Pada sebatang rokok 

banyak sekali kandungan zat adiktif yang berbahaya yang bisa menyebabkan 

gangguan kesehatan seperti sianida, benzene, cadmium, metanol, asetilena, 

amonia, formaldehida, hidrogen sianida, arsenik, dan karbon monoksida dan 

masih banyak lagi zat dalam rokok yang mengandung lebih dari 4000 zat kimia 

berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker2.  

Pelaku usaha selaku yang mengadakan produk berupa rokok tentunya memiliki 

kewajiban kepada calon konsumen untuk menjelaskan ataupun mengedukasi 

bahwa produk yang akan dikonsumsi merupakan produk yang membahayakan 

bagi kesehatan. Secara umum pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang 

terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kemudian secara khusus kewajiban pelaku usaha rokok 

terhadap pencantuman peringatan dan juga informasi pada kemasan produk 

                                                 
1Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau 

dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari 

tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan PP No. 109 Tahun 2012 Pasal 1 (3) 
2Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 



 

 

 

 

terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang 

Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan 

Produk Tembakau. Tujuan dari di berlakukannya Permenkes ini adalah tidak lain 

untuk menekan angka para perokok. Namun hal ini berbanding terbalik dengan 

keadaan sesungguhnya. 

Riset Kesehatan Dasar menyebutkan, ada 48,4 juta perokok yang rata-rata 

penduduk umur ≥10menghabiskan 12,3 batang (setara satu bungkus) rokok tiap 

hari, artinya jika sebatang rokok di hargai Rp 1.500 maka uang yang dikeluarkan 

setiap pengguna rokok per hari adalah Rp 18.000 uang tersebut bisa dikatakan 

untuk “membeli” penyakit dari rokok yang dikonsumsi dengan berbagai macam 

zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Rata rata para perokok ini 

mengeluarkan total Rp 605 miliar untuk membeli rokok tiap hari. Jadi, pada 2013 

Indonesia mengeluarkan Rp 221 triliun hanya untuk rokok,3 angka ini akan terus 

bertambah dari tahun ke tahun.Salah satu faktor penyebab bertambahnya perokok 

di Indonesia karena kurangnya edukasi yang di berikan oleh pelaku usaha rokok 

dalam bentuk kemasan rokok, hal ini tentunya merugikan konsumen rokok karena 

ia tidak mengetahui zat berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok.  

Tidak ada yang memungkiri bahwa para perokok memiliki dampak negatif bagi 

diri mereka sendiri, namun perilaku merokok ini menjadi suatu kegiatan yang 

                                                 
3Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementrian Kesehatan 

RI  



 

 

 

 

‘fenomenal’. Artinya, meskipun telah diketahui dampak dari merokok, para 

perokok ini bukan semakin menurun namun malah semakin meningkat dan usia 

para perokok ini bukan hanya dari kalangan dewasa namun juga anak-anak di 

bawah umur4. 

Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi mempunyai hak untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

dari suatu barang5, namun faktanya sesuai dengan Permenkes Nomor 28 tahun 

2013 dalam kemasan produk hanya mencantumkan kandungan kadar Tar dan 

Nikotin.6 Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr Kurt M. Ribisl dari 

Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, bahwa 

kandungan zat berbahaya dalam sebatang rokok memiliki 7000 zat dan senyawa 

yang ada pada rokok 93 diantara kandungan tersebut tergolong sangat beracun.7 

Selain itu kandungan yang berasal dari tanaman tembakau adalah alkaloid, dan 

nikotin dalam tembakau adalah salah satu jenis alkaloid yang dapat mengakibatkan 

ketagihan dan gangguan pada jantung dan juga paru-paru para perokok.8 

                                                 
4Sri widati, 2013, “Efektifitas Pesan Bahaya Rokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok 

Masyarakat Miskin”, Jurnal Promkes, Vol 1, Nomor 2, Hlm. 110. 
5Lihat Pasal 4 huruf c Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlingdungan Konsumen 
6 Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman 

Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau 
7https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/76p3/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-

kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok diunduh pada hari Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB 
8Tirtosastro, Samsuri dan A.S. Murdiyati, 2017, “Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, Buletin 

Tanaman Tembakau”,Universitas Tribuana Malang, Vol 2, No 1, Hlm.41. 

https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/76p3/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok
https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/76p3/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok


 

 

 

 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur secara 

komprehensif bagaimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan, dan 

berbagai aturan lainnya yang mengatur bagaimana pembangunan kesehatan pada 

dasarnya menyangkut semua kehidupan masyarakat baik fisik, mental maupun 

social-ekonomi dengan segala perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun 

pemikiran mengenai pemecahan masalah kesehatan yang di pengaruhi oleh politik, 

ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi.9 Perusahaan rokok tentunya harus lebih sering melakukan edukasi 

mengenai bahaya merokok terutama pada kemasan produk dan pemerintah punya 

andil besar dalam mengawal pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan rokok. 

 Selama ini intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan 

rokok hanya sebatas pengenaan cukai dan regulasi mengenai kemasan produk dan 

iklan yang di tayangkan melalui media. Walaupun telah ada regulasi mengenai 

kemasan produk rokok, masih saja terdapat perusahaan yang kedapatan 

mengedarkan produknya tanpa mengikuti regulasi alias produk ilegal.10 Tentunya 

konsumen sebagai pengguna produk juga patut untuk mendapat perlindungan dan 

edukasi lebih agar masyarakat khususnya juga anak-anak agar tidak terdampak dan 

melakukan kegiatan merokok. 

                                                 
9Asyhadie, Zaeini. 2017. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hal 4 
10 Abdullah Sani, https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-amankan-33-ribu-bungkus-rokok-ilegal-

dari-batam.html, diunduh pada hari Selasa 03 April 2018, Pukul 20:42 WIB 



 

 

 

 

Dari latar belakang  yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan meneliti  

bagaiman peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan 

pengawasan terhadap pencantuman tulisan bahaya merokok pada kemasan produk 

dan sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan 

bahaya merokok pada kemasan produk. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan 

sabagai berikut: 

1. Bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam 

melakukan pengawasan terhadap pencantuman isi kandungan dan tulisan 

bahaya merokok pada kemasan produk? 

2. Bagaimana sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi 

kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pengumpulan bahan hukum 

dengan  studi kepustakaan, serta wawancara dengan narasumber terkait. Bahan-

bahan hukum yang didapat kemudian akan diolah dengan metode deskriptif. 

Tempat pengambilan data sekunder dan bahan hukum untuk melengkapi 

penelitian adalah perpustakaan hukum Universitas Islam Indonesia, 



 

 

 

 

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan 

media internet (e-library). 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah 

satu bentuk peran pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi 

konsumen terhadap hak-haknya (dalam hal ini produsen produk rokok). 

Pemerintah mengintruksikan dalam UU Perlindungan Konsumen agar setiap 

produk yang di akan di edarkan/dipasarkan oleh pelaku usaha harus  

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap 

konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap 

gambaran mengenai suatu produk tertentu. Bentuk penyampaian terhadap 

konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa 

instruksi.11 

Dengan adanya UUPK, posisi konsumen secara umum dan secara 

khusus konsumen rokok akan sedikit terlindungi, karena tidak hanya hak dan 

kepentingan konsumen yang di lindungi oleh undang-undang sebagai payung 

                                                 
11 Ahmadi miru, 2014, op cit., hlm.112. 



 

 

 

 

hukum namun juga pemerintah di tuntut untuk turut aktif dalam melakukan 

pengawasan, hal ini diatur dalam Pasal 30 UUPK. 

Kementerian kesehatan sebagai pembantu pemerintah dalam bidang 

kesehatan memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. Dalam hal kemasan produk rokok, Menteri kesehatan memiliki 

kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat serta melakukan pencegahan dan 

pengendalian kesehatan. 

Berdasarkan asas perlindungan konsumen, yaitu asas keamanan dan 

keselamatan, konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian 

dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.12 

Maka Kementerian Kesehatan selaku instansi yang berwenang dalam bidang 

kesehatan dapat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri 

Kesehatan untuk menjamin keamanan dan kenyaman dari suatu produk rokok, 

sehingga dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan produk rokok, 

konsumen selaku orang yang mengkonsumsi dan menggunakan produk 

tersebut dapat terlindungi. 

                                                 
12 Burhanuddin, op cit, hlm 4. 



 

 

 

 

BPOM merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi 

kepatuhan para pelaku usaha rokok dalam mempromosikan produknya. 

Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah:13 

1. Pengujian kadar kandungan Nikotin dan Tar 

2. Pengawasan label (pencantuman peringatan kesehatan dan label) pada 

kemasan produk 

3. Pengawasan terhadap gambar sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2013 

dan Permenkes No. 56 Tahun 201714 

4. Pengawasan terhadap iklan produk rokok 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ini juga didasarkan oleh 

Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Produk 

Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam iklan dan 

Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi. Namun dalam hal ini, berdasarkan 

wawancara dengan bapak Bagus selaku Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM 

DIY, BPOM Daerah tidak dapat menindak pelaku usaha rokok yang tidak 

mematuhi aturan pencantuman peringatan kesehatan karena tersandung 

kesewenangan dan juga melibatkan banyak instansi, sehingga pelanggaran-

                                                 
13 Hasil wawancara dengan Bagus Heri Purnomo, Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, tanggal 30 

April 2018. 
14 Lihat Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 

2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk 

Tembakau 



 

 

 

 

pelanggaran yang ditemukan hanya akan di tindak lanjuti dalam bentuk laporan 

kepada BPOM pusat. 

Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan 

memberikan sanksi terhadap peredaran produk tembakau yang tidak 

mematuhi regulasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 60 ayat (5) PP No. 109 tahun 201215. 

BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif 

berdasarkan Pasal 11 ayat (2), adalah sebagai berikut:16 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Penarikan produk; 

d. Rekomendasi penghentian sementara; dan 

e. Rekomendasi penindakan kepada intansi terkait.  

 

Selain sanksi administratif, beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan 

sebagai tindak pidana berkaitan dengan kepentingan konsumen dapat diancam 

                                                 
15 Lihat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 
16 Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk 

Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk 

Tembakau, dan Promosi. 



 

 

 

 

pidana seperti yang termuat dalam KUH Pidana maupun sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan17. 

 

E. Kesimpulan 

1. Pelaku usaha rokok harus tetap mengikuti regulasi terkait pencantuman 

peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk, karena 

hal ini bertujuan untuk mengedukasi terhadap calon konsumen bahwa produk 

ini dapat mengancam kesehatan hingga menyebabkan kematian. 

2. Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya penurunan angka pengguna 

rokok dengan melakukan intervensi berupa penaikan cukai tembakau, karena 

upaya pemerintah selama ini untuk menurunkan angka pengguna rokok belum 

berlaku efektif, terbukti dengan meningkatnya angka pengguna rokok 

berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan. 

3. Pihak pemerintah dan masyarakat juga seharusnya tetap bersinergi mengawasi 

pelaku usaha rokok yang masih belum mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan menindak tegas dan melaporkan 

pelaku usaha rokok yang tidak mentaati regulasi terkait kemasan produk. 

 

                                                 
17 Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk 

Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk 

Tembakau, dan Promosi. 
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